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PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI BIRO
SDM DAN UMUM SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA (SETJEN ORI)

101 halaman, 5 bab, 10 tabel, 4 gambar, xv lampiran

Daftar Pustaka: 32 buku, 6 jurnal 4 peraturan dan sumber lain.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan alternatif solusi sebagai upaya
penegakan disiplin PNS di Biro SDM dan Umum Setjen ORI. Objek yang diteliti
adalah objek tungga yaitu penegakan disiplin PNS di Biro SDM dan Umum
Setjen ORI. Adapun aspek yang diteliti dalam penelitian ini dilihat dari aspek
preventif dan aspek korektif.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan
pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui
wawancara terhadap lima informan kunci dan dengan telaah dokumen.
Selanjutnya analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan
mendeskripsikan secara keseluruhan dan sistematik keterkaitan antar satuan-
satuan gejala yang diteliti dan memasukan penilaian penulis terhadap hasil
penelitian yang ditemukan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa:

1. Penegakan disiplin PNS di Biro SDM dan Umum dilihat secara preventif
dikatakan masih belum optimal karena upaya pencegahan yang dilakukan saat
ini baru sebatas pemberian pesan/nasihat dari pimpinan kepada jgjaran yang
ada dibawahnya agar selalu lebih berdisiplin, hampir rata-rata PNS di Biro
SDM dan Umum juga belum sepenuhnya memahami isi dari Peraturan
Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS sehingga memang
perlu adanya pemahaman secara mendalam mengenal peraturan dimaksud.

2. Penegakan disiplin PNS di Biro SDM dan Umum secara korektif dikatakan
masih belum optimal karena sesuai kondis saat ini tindakan pendisiplinan
yang dilakukan bagi PNS di Biro SDM dan Umum masih berada pada
pemberian tingkat hukuman disiplin ringan, penegakannya juga masih
berfokus pada sis kehadiran/pemotongan tunjangan kinerja dan dalam
penilaianya pun masih sebatas pengawasan dari atasan langsung terhadap
bawahannya yang terkesan subjektivitas.
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Untuk itu diberikan saran kepada Kepala Biro SDM dan Umum, untuk:

1. Meakukan pembinaan kepada setigp PNS di Biro SDM dan Umum terkait
disiplin pegawai yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010 tentang Disiplin PNS.

2. Membuat sistem penilaian disiplin secara elektronik dan transparan yang dapat
mencatat/merekam pelanggaran disiplin yang dilakukan sehingga dalam
pemberian hukuman dapat disesuaikan dengan aturan yang berlaku dan
memberikan reward bagi pegawai yang telah berdisiplin sebagai motivas
pegawai lain untuk dapat menjaga kedisiplinannya.

Kata Kunci : Displin, Pegawai Negeri Sipil (PNS)
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ABSTRACT

WAWAN SUHANDI, 1864001052

ENFORCEMENT OF DISCIPLINE OF CIVIL STATE EMPLOYEES
(PNS) IN THE BUREAU OF HR AND GENERAL SECRETARIAT
GENERAL OMBUDSMAN OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
(SETJEN ORI)

101 pages, 5 chapters, 10 tables, 4 pictures, xv appendix

Bibliography: 32 books, 6 journals, 4 regulations and other sources.

This study aims to provide aternative solutions as an effort to enforce the
discipline of Civil Servants at the Bureau of Human Resources and General of the
Secretariat General of the Ombudsman of the Republic of Indonesia. The object
under study is a single object, namely the discipline enforcement of Civil Servants
at the Bureau of Human Resources and General Secretariat General of the
Republican Ombudsman. The aspects examined in this study are seen from the
preventive and corrective aspects.

The research method used is to use a qualitative approach. Meanwhile,
data collection techniques were carried out through interviews with five key
informants and document review. Furthermore, the data analysis carried out in this
study is to describe the overall and systematic relationship between the symptom
units studied and to include the author's assessment of the research results found.

The results showed that:

1. Discipline enforcement of Civil Servants in the Bureau of Human Resources
and Public is said to be preventive in terms of not optimal because the
preventive efforts currently being carried out are limited to providing
messages / advice from the leadership to the ranks below so that they are
always more disciplined, almost on average. Civil servants at the Bureau of
Human and General Resources aso do not fully understand the contents of
Government Regulation No. 53/2010 concerning the discipline of Civil
Servants, so it is necessary to have an in-depth understanding of these
regulations.

2. The disciplinary enforcement of Civil Servants at the Bureau of Human and
General Resourcesis still not optimal because according to current conditions,
disciplinary actions taken for Civil Servants at the Bureau of Human
Resources and General are till at the level of light disciplinary punishment on
the grounds humanity, the enforcement also still focuses on the presence /
deduction of the performance allowance and in its assessment it is still limited
to supervision from direct superiors to subordinates who seem subjectivity.

For this reason, advice is given to the Head of the Bureau of Human and
General Resources, to:

1. To provide guidanceto every Civil Servant at the Bureau of Human Resources
and General Affairs related to employee discipline which refers to



Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Civil Servant
Discipline.

2. Creating an electronic and transparent disciplinary assessment system that can
record / record disciplinary violations committed so that punishment can be
adjusted according to applicable rules and reward employees who are
disciplined as motivation for other employees to be able to maintain
discipline.

Keywords : Discipline, Civil Servants
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BAB |

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Dalam pidatonya sebagai presiden terpilih pada pilpres 2019 lalu Joko
Widodo menyampaikan lima poin penting visi Indonesia kedepan dalam
pemerintahannya pada periode 2019-2024, salah satu poin tersebut antara lain
adalah dengan mereformasi birokrasi dalam tubuh penyelenggara
pemerintahan. Reformasi birokras dilaksanakan untuk mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance) sekaligus menjadi langkah
strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya dan berhasil
guna dalam mengemban tugas pemerintahan, beliau menekankan bahwa
kecepatan melayani menjadi kunci keberhasilan reformasi birokrasi, tidak ada
lagi pola pikir lama, tidak ada lagi kerja di zona nyaman dan harus berubah.
Hal inilah yang menjadi salah satu fokus beliau untuk melakukan perubahan
disis penyelenggara pemerintahan khususnya dalam merubah mental aparatur
yang harus memiliki budaya kerja postif dan mampu memberikan pelayanan

yang berkualitas.
Salah satu langkah tepat untuk membangun mental aparatur tersebut
adalah dengan menerapkan disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS),

diharapkan dengan penegakan disiplin ini dapat mendorong perubahan sikap



perilaku setiap PNS dan peningkatan profesionalisme dalam bekerja yang
melayani. Hal ini sgaan dengan apa yang dituangkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
dijelaskan bahwa untuk menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik
(good governance), PNS sebagai unsur aparatur negara dituntut untuk
bersikap disiplin, jujur, adil, transparan dan akutabel dalam melaksanakan
tugasnya agar dapat mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan
bermoral. Berdasarkan hal tersebut dapat kita cermati bahwa disiplin
merupakan tuntutan pertama bagi seorang PNS dalam melaksanakan tugasnya
dan apabila kita maknai secaraluas disiplin juga bisa menjadi salah satu kunci
keberhasilan suatu organisasi untuk mencapai tujuan, karena tanpa dukungan
disiplin yang baik dari setiap pegawainya maka organisasi tersebut akan sulit

mewujudkan visinya.

Sebagai unit kerja yang mendukung terwujudnya keberhasilan
pembangunan nasional pemerintah dalam hal pengawasan pelayanan publik,
Biro SDM dan Umum di Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
(Setjen ORI) diharuskan memiliki pegawai yang berdisiplin  dalam
menjalankan tugasnya. Berdasarkan Peraturan Sekretaris  Jendera
Ombudsman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendera Ombudsman Republik
Indonesia, Biro SDM dan Umum merupakan unsur pelaksana (supporting
unit) yang berada di dalam kesekretariatan yaitu Setjen ORI. Sebagai

penyelenggara dukungan administratif terkait pengelolan sumber daya



manusia dan layanan umum, Biro SDM dan Umum dipimpin oleh seorang
Kepala Biro dan dibantu oleh 37 orang pegawai yang kesemuanya adalah PNS
dengan komposisi pegawai sampai dengan bulan Juli 2019 adalah sebagai

berikut:

TABEL 1

REKAP JUMLAH PEGAWAI BIRO SDM DAN UMUM SETJEN ORI s.d.
BULAN JULI 2019

No. Jabatan Jumlah
1 KepaaBiro 1 Orang
2. | KepalaBagian 4 Orang
3. | Kepala Sub Bagian 11 Orang
4. Pelaksana 22 Orang
Jumlah 38 Orang

Sumber: Bagian Administrasi dan Kesgjahteraan Pegawai

Sebagaimana dijelaskan diawa bahwa disiplin merupakan tuntutan
pertama bagi PNS yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka PNS di Biro SDM
dan Umum Setjen ORI dituntut pula memiliki etika kepribadian dan disiplin
yang baik, namun berdasarkan kenyataan yang ada disiplin PNS di Biro SDM
dan Umum Setjen ORI masih belum dikatakan baik, hal tersebut dapat dilihat

dari sisi kehadiran dimana masih banyakya pegawa yang terkena potongan



tunjangan kinerja lebih dari 5% setiap bulannya. Pegawai yang terkena
potongan tersebut dapat diartikan bahwa pegawai itu dimungkinkan datang
terlambat atau bahkan tidak masuk kerja tanpa aasan yang sah (alpa). Hal ini
terlihat dalam olahan data presensi PNS di Biro SDM dan Umum Setjen ORI
yang diperoleh dari Bagian Administrasi dan Kesgjahteraan Pegawai dari

bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2019 sebagai berikut:

TABEL 2

OLAHAN DATA PRESENSI PNS DI BIRO SDM DAN UMUM SETJEN ORI

PADA BULAN MARET s.d. BULAN JULI 2019

Pegawai yang Pegawai
Jumlah _
No. Bulan _ terpotong tukin % yang Alpa = %
pegawal S
>5% 1 hari kerja
Maret 37 Orang 12 Orang 32% 4 Orang 11%
April 37 Orang 10 Orang 27% 4 Orang 11%
Mei 38 Orang 14 Orang 37% 4 Orang 11%
Juni 38 Orang 4 Orang 11% 3 Orang 8%
Juli 38 Orang 7 Orang 18% 4 Orang 11%

Sumber: Bagian Administrasi dan Kesgjahteraan Pegawai

Pegawal yang terkena potongan tunjangan kinerja lebih dari 5% ini ditetapkan
dikarenakan apabila dikonversikan kedalam jumlah hari kerja setiap bulannya
yaitu 20 hari dapat disamakan pula bahwa pegawai tersebut dimungkinkan

datang terlambat masuk kerja lebih dari 10 hari dengan asumsi potongan



tunjangan kinerja 0,5% setiap harinya. Apabila dituangkan kedalam diagram

secara persentase maka olahan data diatas akan terlihat sebagai berikut:

GAMBAR 1

OLAHAN DATA PRESENSI PNS DI BIRO SDM DAN UMUM
SETJEN ORI PADA BULAN MARET s.d. BULAN JULI 2019

37%
32%
27%

18%

11% ] 11% B 1% 11% _ 11%
- _ B — =

Maret April Mei Juni Juli

Pegawai yang terkena potongan > 5% Pegawai yang Alpa > 1 hari kerja

Sumber: Bagian Administrasi dan Kesgjahteraan Pegawai

Secara umum dapat dijelaskan terlebih dahulu bahwa kehadiran
merupakan salah satu komponen dalam perhitungan tunjangan kinerja bagi
PNS di Biro SDM dan Umum Setjen ORI, kehadiran adalah keadaan masuk
kerja dan menaati ketentuan jam kerja dimana setiap pegawa wajib datang,
mel aksanakan tugas, dan pulang sesuai dengan ketentuan jam kerja serta tidak
berada ditempat umum bukan karena dinas. Berdasarkan Peraturan Sekretaris
Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat
Jenderal Ombudsman Republik Indonesia menjelaskan bahwa kehadiran
pegawai diperhitungkan melalui jumlah hari dan jam kerja yang dilaksanakan

oleh pegawai, hari kerja adalah hari senin sampai dengan hari jumat secara



akumulatif adalah 5 hari kerja dan dikonversi sama dengan 37,5 jam dengan

ketentuan jam kerja sebagai berikut:

GAMBAR 2

KETENTUAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN SEKJEN ORI

Hari senin — hari kamis : Pukul 08.00 - 16.30
Waktu istirahat : Pukul 12.00 - 13.00
Hari Jumat : Pukul 08.00 - 17.00
Waktu istirahat : Pukul 11.30 - 13.00

Sumber: Persekjen ORI Nomor 5 Tahun 2017

Selanjutnya diberikan toleransi waktu dengan kententuan bahwa
pegawai yang datang lebih awal dalam batas waktu 1 sampai dengan 30 menit
dari jam kerja yang telah di tentukan diatas diperbolehkan untuk pulang
sebanyak jumlah menit waktu kedatangan pada hari yang sama, sedangkan
pegawai yang terlambat hadir dalam batas waktu 1 sampai dengan 30 menit
diwajibkan mengganti sebanyak jumlah menit waktu keterlambatan pada hari
yang sama pula. Apabila pegawai terlambat atau pulang sebelum waktunya
melewati batas toleransi waktu tersebut maka dikenakan pengurangan

tunjangan kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:



TABEL 3
PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA

AKIBAT TERLAMBAT MASUK KANTOR

Tingkat Persentase
Lama Keterlamabatan
Keterlamabatan (TL) Pengurangan
TL1 1 menit s.d. < 31 menit 0.5%
TL 2 31 menit s.d. < 61 menit 1%
TL 3 61 menit s.d. < 91 menit 1,25%
TL 4 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar 1.5%
hadir masuk kerja

Sumber: Persekjen ORI Nomor 5 Tahun 2017

Dengan demikian dapat dijelaskan dari tabel olahan presensi PNS di
Biro SDM dan Umum Setjen ORI dari bulan Maret sampai dengan bulan Juli
2019 di awal bahwa masih banyaknya pegawai yang datang terlambat masuk
kerja dalam setigp bulannya, hal ini terlihat dari masih besarnya persentase
pegawal yang terpotong tunjangan kinerjanya lebih dari 5%, misakan sga
pada bulan Me 2019 pegawa yang datang terlambat masuk kerja masih
sebesar 37%, selain itu terlihat juga masih terdapatnya PNS di Biro SDM dan
Umum Setjen ORI yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah (alpa) setiap
bulannya. Berdasarkan analisia data presensi PNS di Biro SDM dan Umum
Setjen ORI yang diperoleh dari Bagian Administras dan Kesgahteraan

Pegawai, apabila dilihat dan disandingkan berdasarkan tabel pengurangan



kinerja akibat terlambat masuk kantor, waktu keterlambatan pegawai hampir
rata-rata berada pada TL 1 artinya pegawai datang terlambat antara 1 menit
sampai dengan 31 menit, jika dihitung berdasarkan toleransi waktu serta
melihat lama keterlambatan maka dapat diperkirakan hampir rata-rata pegawai
yang terlambat tersebut adalah datang masuk kerja antara pukul 08.31 sampai

dengan pukul 09.00.

Hal ini tentunya sangat berpengaruh sekali terhadap tanggung jawab
pegawai terhadap pelaksanaan tugas dan pekerjaan, pegawai yang terlambat
atau tidak masuk kerja secara tidak langsung dapat menghambat dan bahkan
meninggalkan tugas pekerjaannya. Akibatnya, tentu akan berdampak buruk
kepada etika kerja PNS di Biro SDM dan Umum Setjen ORI, baik terhadap

pekerjaan atau tugas-tugas maupun hubungan antar sesama pegawai.

Berdasarkan pengamatan, terlihat masih adanya pegawal yang tidak
ada ditempat kerja pada saat jam kerja apalagi setelah makan siang padahal
sudah ditetapkan dalam aturan bahwa waktu istirahat mulai pukul 12.00-
13.00. Hal ini yang pada akhirnya PNS di Biro SDM dan Umum Setjen ORI
terkesan masih kurangnya menghargal waktu. Pegawai merasa hal ini sesuatu
yang biasa dan sudah menjadi kebiasaan dilakukan karena merasa hukuman
yang diberikan bagi mereka hanya berupa teguran lisan sga. Menurut
informasi dari Sub Bagian Mutasi dan Disiplin Pegawai, memang belum
adanya keseriusan untuk memperbaiki hal tersebut karena alasan kemanusian,

pernah sesekali pimpinan memberikan arahan untuk berdisiplin terkait



kehadiran dan etika kerja namun seiring berjalannya waktu pelanggaran
disiplin tersebut terulang kembali karena belum adanya ketentuan internal
yang mengatur secara mendetail terkait disiplin PNS di Biro SDM sehingga

agak sulit untuk dilakukan penegakan disiplin.

Sepanjang tahun 2019 berdasarkan data yang diperoleh dari Bagian
Administrasi Kepegawaian Pegawal ada 6 (enam) PNS di Biro SDM dan
Umum yang mendapat hukuman disiplin itu pun berupa hukuman disiplin

ringan, dapat kitalihat pada tabel berikut ini:

TABEL 4

DATA PEMBERIAN HUKUMAN DISIPLIN PNS DI BIRO SDM DAN
UMUM TAHUN 2019

Jenishukuman | Pelanggaran Surat K eputusan

No. | Inisia e yang dilakukan

Nomor Tangga

1. SEM | Teguran| (satu) | Sering tidak | 0020/SRT/ | 22/01/2019
masuk kerja 1/2019

2. TAA | Teguran Tertulis | Berkata  tidak | 29 Tahun | 01/03/2019
sopan  dimuka | 2019

umum

3. AA Teguran Tertulis | Berkata  tidak | 32 Tahun | 06/03/2019
sopan  dimuka | 2019

umum




TA Teguran Tertulis | Pemalsuan 128 Tahun | 15/11/2019
Pertama tandatangan 2019

RM Teguran Tertulis | Pemalsuan 129 Tahun | 15/11/2019
Pertama tandatangan 2019

H Teguran Tertulis | Pemalsuan 130 Tahun | 15/11/2019
Pertama tandatangan 2019

Sumber: Bagian Administrasi dan Kesgjahteraan Pegawai

Dapat kita lihat pada tabel diatas bahwa semua penjatuhan disiplin
yang diberikan merupakan tingkat hukuman disiplin ringan walaupun jenis
pelanggaran yang dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dikatakan berat sebagai contoh
pemalsuan tandatangan. Menurut informasi dari Sub Bagian Mutasi dan
Disiplin Pegawai juga pernah ada PNS di Biro SDM dan Umum yang tidak
pernah masuk selama berbulan-bulan namun baru ditindak dan dipindah
tugaskan ke Biro lain setelah adanya aduan dari keluarga yang bersangkutan

karenatidak pulang kerumah.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokras pada tahun
2018, dilihat dari komponen penilaian penataan sistem mangjemen sumber
daya manusia yang salah satu pengukurnya terkait dengan penegakan aturan
disiplin, belum dapat mencapai bobot maksimal dan bahkan menurun dari
tahun sebelumnya. Hal ini dapat kitalihat dari surat Menteri PAN&RB Nomor

B/200/M.RB.06/2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal Hasil Evauas
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Pelaksanaan Reformasi Birokrass Tahun 2018 yang menunjukan bahwa

penilaian reformasi birokrasi Ombudsman RI sebagai berikut:

TABEL 5

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN
2018 (dilihat dari komponen Pengungkit)

Nilai
No. Komponen Penilaian Baobot
2017 2018
A. | Komponen Pengungkit
1 Manajemen Perubahan 5.00 257 2.08
2. Penataan Peraturaan Perundang-undangan 5.00 271 1.98
3. Penataan dan Penguatan Organisasi 6.00 3.84 3.84
4. Penataan Tatal aksana 5.00 3.22 2.19
5. Penataan Sistem Mangjemen SDM 15.00 12.78 11.86
6. Penguatan Akuntabilitas 6.00 291 3.76
7. Penguatan Pengawasan 12.00 7.11 6.31
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6.00 3.67 4.13
Total Komponen Pengungkit (A) 60.00 38.81 36.15

Sumber: Surat Menpan Nomor B/200/M.RB.06/2018

Dari tabel diatas menunjukan bahwa total capaian masih berada jauh

dibawah bobot ideal yang diharapkan, di dalam penilaian penataan sistem
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mangjemen sumber daya manusia yang salah satu pengukurnya adalah
penegakan aturan disiplin terlihat adanya penurunan nilai dari nilai 12.78 di
tahun 2018 menjadi nilai 11.86 di tahun 2018. Hal ini yang menjadi catatan
agar perlu adanya langkah perbaikan khususnya di sisi penegakan disiplin.
Dengan demikian masalah terkait disiplin PNS di Biro SDM dan
Umum Sekjen ORI yang masih belum ditegakan dengan baik sehingga
membawa dampak kurang baik bagi organisasi, apabila diambil inti
permasalahan dari latar belakang masalah yang telah dibahas di awal maka
penelitian ini dapat diberi judul “Penegakan Disiplin PNS di Biro SDM dan

Umum Setjen ORI”.

. Rumusan Per masalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan
permasalahan penelitian yaitu: “Bagaimanakah Penegakan disiplin PNS di

Biro SDM dan Umum Sekjen ORI?”

. Tujuan Penéelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan alternatif solusi sebagai

upaya penegakan disiplin PNS di Biro SDM dan Umum Setjen ORI.

12



D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat terhadap dunia akademis
Diharapkan dapat menambah hasanah pengetahuan dalam dunia
pendidikan terkait penegakan disiplin pegawai.

2. Manfaat terhadap dunia praktis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi organisasi dan menjadi bahan masukan
bagi pimpinan terkait realitas permasalahan yang ada dalam hal penegakan

disiplin PNS di Biro SDM dan Umum Setjen ORI.
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BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian dapat disimpulkan
bahwa penegakan disiplin PNS di Biro SDM dan Umum sudah berjalan
walaupun implementasinya belum optimal. Secara keseluruhan mengenal

kesimpulan tersebut dapat disajikan berdasarkan aspek-aspek berikut ini:

1. Dilihat secara preventif, penegakan disiplin PNS di Biro SDM dan Umum
masih dikatakan belum optimal. Hal ini didasarkan pada jawaban-jawaban
dari hasil wawancara terhadap informan kunci dimana upaya yang
dilakukan Biro SDM dan Umum dalam melakukan pencegahan saat ini
adalah baru sebatas pemberian pesan/nasihat dari pimpinan kepada jgjaran
yang ada dibawahnya agar selalu lebih disiplin. Berdasarkan informasi
yang didapat hampir ratarrata PNS di Biro SDM dan Umum belum
sepenuhnya memahami isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun
2010 tentang disiplin PNS sehingga memang perlu adanya pemahaman

secara mendalam mengenai peraturan dimaksud.

2. Dilihat secara preventif, penegakan disiplin PNS di Biro SDM dan Umum
masih dikatakan belum optimal. Hal ini didasarkan pada jawaban-jawaban

dari hasil wawancara terhadap informan kunci dimana sesuai kondisi saat
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ini tindakan pendisiplinan yang dilakukan bagi PNS di Biro SDM dan
Umum masih berada pada pemberian tingkat hukuman disiplin ringan
yaitu berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas
secara tertulis dari atasan langsungnya, penegakannya juga masih berfokus
pada sisi kehadiran/pemotongan tunjangan kinerja dan dalam penilaianya
pun masih sebatas pengawasan dari atasan langsung terhadap bawahannya

yang terkesan subjektivitas.

B. Saran

Berkaitan dengan kesimpulan penelitian diatas, maka dapat diberikan

saran kepada Kepala Biro SDM dan Umum, untuk:

1. Melakukan pembinaan kepada setiagp PNS di Biro SDM dan Umum terkait
disiplin pegawai yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 53

Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

2. Membuat sistem penilaian disiplin secara elektronik dan transparan yang
dapat mencatat/merekam pelanggaran disiplin yang dilakukan sehingga
dalam pemberian hukuman dapat disesuaikan dengan aturan yang berlaku
dan memberikan reward bagi pegawa yang telah berdisiplin sebagai

motivasi pegawai lain untuk dapat menjaga kedisiplinannya.
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